
a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penerimaan 
Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas 
Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta 
Pendidikan Khusus, maka Peraturan Gubernur Nomor 
14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan 
Khusus di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 
Tahun 2021 teruang Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan 
Khusus di Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur teritang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan 
Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas 
Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta 
Pendidikan Khusus di Provinsi Riau; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ten tang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 
Tahun 1957 teritang Pembentukan Daerah-daerah 
Swar an tr a Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 
Riau (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 
1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 3495); 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor l l Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Perat.ur an Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

8. Per at ur an Menteri Dalam Ncgeri omor 80 Tahun 
20 J 5 ten tang Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Per at ur an Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pernbem.ukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Tarnan Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Provinsi Riau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Provinsi Riau. 
3. Gubernur adalah Gubernur Riau. 
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau. 
6. Sekolah adalah satuan pcndidikan tingkat Sekolah 

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat 
dengan SMA adalah satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan rnenengah sebagai lanjutan dari Sekolah 
Menengah Pertarna, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk 
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 
diakui sama dan setara Sekolah Menengah Pertama atau 
Madrasah Tsanawiyah. 

8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 
dengan SMK adalah satuan pendidikan formal yang 
rnenyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 
pendidikan mcnengah sebagai lanjutan dari Sekolah 
Menengah Pertarna, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk 
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 
diakui sama dan setara Sekolah Menengah Pertama atau 
Madrasah Tsanawiyah. 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Gubernur Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di 
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nornor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta 
Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus 
di Provinsi Riau (Serita Oaerah Provinsi Riau Tahun 2021 
Nomor 21), diubah sebagai berikut : 

Pasall 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURA.N GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2021 
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA 
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SERTA 
PENDIDIKA .. KHUSUS Di PROVINS! RIAU. 

MEMUTUSKAN: 
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16. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik 
yang direrirna sekolah sesuai ketersediaan ruangan kelas 
belajar disekolah. 

17. Tes Khusus adalah tes minat dan bakat sesuai dengan 
kornperen si keahlian yang diadakan di satuan 
pendidikan kejuruan dan satuan pendidikan berasrama. 

18. PPDB sccara online adalah Penerimaan peserta didik 
baru melalui media internet (dalamjaringan) ke satuan 
pendidikan. 

19. PPDB secara offline adalah peserta didik baru melalui 
pendaftaran langsung (luar jaringan) ke satuan 
pendidikan. 

20. Zonasi adalah pernbagian wilayah berdasarkan jarak 
terdekat iernpai unggal calon peserta didik ke satuan 
pendidikan dalarn rangka pemerataan dan perluasan 
pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan 
rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik 
baru. 

9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya 
disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru 
pada jenjang SMA dan SMK. 

10. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar 
pesena didik dalam melaksanakan proses belajar 
mengajar pada satu ruang belajar. 

11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut 
Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola 
oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang 
memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik 
dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan yang 
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus 
mcnerus diperbaharui secara online. 

12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang 
menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari 
satuan pendidikan. 

13. Pendidikan inklusif adalah sistern penyelenggaraan 
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 
pesena didik yang memiliki kelainan dan memiliki 
kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti 
pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik 
pada umumnya. 

14. Seleksi adalah rnekanisrne pelaksaan penerimaan peserta 
didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang 
t.elah ditetapkan. 

15. Orang Lua/ wali cal on peserta didik a tau siswa adalah 
seseorang yang karena kedudukannya menjadi 
penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik 
atau siswa. 
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(1) PPDB SMK dilaksanakan melalui kelompok pendaftaran. 
(2) Kelompok pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) 

meliputi: · 

a. Kelompok Afirmasi merupakan PPDB dari keluarga 
ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas 
yang berdomisili dalam Daerah pada Kabupaten/Kota 
yang sama dengan SMK yang bersangkutan, 
persentase kuota paling sedikit 15% (lima belas 
persen) dari jumlah peserta didik yang diterima. 

b. Kelompok Ternpatan bagi calon peserta didik yang 
berasal dari daerah tempatan domisili pada radius 
paling dekai dengan saiuan pendidikan paling banyak 
10% (sepuluh persen) dari daya tampung yang 
diterima. 

c. Kelompok Perpindahan Orang tua/wali calon peserta 
didik seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara 
Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik 
Indonesia (POLRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pindah tugas 
dan calon peserta didik anak Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan 
yang sama dapat diterima paling banyak 5% (lima 
persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik 
yang diterima. 

d. Kelompok Reguler paling banyak 70% (tujuh puluh 
perscn) dan peringkat diteritukan berdasarkan prestasi 
akademik dan pre stasi non akademik serta kelompok 
reguler tidak bisa dilakukan antar Provinsi. 

Pasal 21 

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi 
sebagai berikut: 

( 1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara 
asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan 
Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan, yang 
diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga 
Negara a sing tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 
adrninistrasi berupa peringatan tertulis. 

Pasal SA 

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 
Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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SERITA DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 

S.F. HARIYANTO 

Diundangkan di Pckanbaru 
Pada Langgal 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS[ RIAU, 

~ 
SYAMSUAR 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal 

UBERNUR RIAU ,

Peraturan Gubernur im mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. 

Pasal II 
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